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PERATURAN BUPATI BEKASi

NOMOR 21 TAIHJN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK I>A  DA DINAS

PENG END A LI  A  N PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

:: bane : a. bahwa dengan tclah diteiapkannya Peraturan Bupaii

Bckasi teniang Pcrubahan Alas Peracuran Bupati Bckasi

Nomor 59 Tahun 2017 teniang Pembentukan Unit

Pclaksana Tcknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di

Ungkunan Pemcrintah Kabupaten Bekasi, perlu diatur

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Seria Tata Kerja UPTD Pengendalian Penduduk pada

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaien Bekasi;

b bahwa bcrdasarkan periimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a diaias, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD

Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi

perlu ditctapkan dengan Peraluran Bupati Bekasi.
%  >
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Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tcnuing

Pcmbentukan Daerah-daerah Kabupaien dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat iBerita Negara

Tahun 1950);

2
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcniang

Pcrimbangar. Kcuar.gan Antara Pemcriniah Pusat dan

Dacrah (Lembarar. Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126. Tamhahan Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

3
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20! I tentang

Pcmbentukan Peraiuran Perundang-undangan

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 icntang Aparatur

Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494;;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerinlahan Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcdua

Alas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tcniang

Pcmerintah Dacrah (Lcmbaran Ncgera Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 38
, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

6. Peraiuran Pcmcriniah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114);

7 Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

leniang Pcdoman Pembeniukan Kanior Cabang Dinas
dan Unit Pciaksana Tcknis Dacrah;



8 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6

Tahun 2016 teniang Pcmbentukan dan Susunan

Perangkai Dacrah Kabupaten Bekasi (Lernbaran Dacrah

Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

9 Peraturan Bupati Bekasi Nomor Tahun 2018 Tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59

Tahun 2017 Teniang Pembeniukan Unit Pelaksana

Teknis Dacrah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan

Pcmeriniah Kabupaten Bekasi (Bcrita Dacrah Kabupaten

Bekasi Tahun 2018 Nomor J.

MEMUTUSKAN

Mcnciapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG KEDUDL,KAN,

SUSUNAN ORGANISASI
, TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA

KERJA UPTD PENG EN DALIAN PENDUDUK PADA DINAS

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUAKOA BEKENCANA

KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1 Daerah adalah Kaoupaien Bekasi:

2 Pcmcrintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan Perangkat

Dacrah sebagai unsur penycienggara pcmeriniah daerah;

3 Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi:

4 DinHs adalah Dinas Pengcndalian Pcnduduk dan Kcluarga
Berencana Kabupaten Bekasi;

5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendaiian Pcnduduk

dan Kcluarga Berencana Kabupaten Bekasi;

6 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana

Teknis Dinas Pengcndalian Pcnduduk pada Dinas

Pengcndalian Pcnduduk dan Kcluarga Berencana Kabupaten

Bekasi;



7 Kcpala UPTD Pcngendalian Penduduk adalah Kepala UPTD

Pcngcndalian Pcnduduk pada Dinas Pengcndalian Penduduk

dan Keluarga Bcrencana Kabupaten Bekasi:

8 Pciugas Lapangan KcJuarga Bercncana (PLKBl adalah

pclaksana icknis operasional pada Unit Pclaksana Teknis

Pcngcndalian Penduduk dan Keluarga Bercncana sesuai

dengan profesinya;

9 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kcJompok Pcgawai

Ncgcri Sipil yang dibcri lugas, vvewenang dan hak secara

penuh oleh pejabat yang bewenang untuk mclaksanakan

kcgiaian sesuai dengan kcahlian dan keterampilannya dalam

upaya mendukung kclancaran tugas pokok organisasi;

TO Tenaga Penggcrak Program Kcpendudukan Keluarga

Bcrcncana dan Pcmbangunan Keluarga Tingkat

Dcsa/Kclurahan adalah tenaga penggerak program
kcpendudukan. keluarga bcrencana dan pernbangunan
keluarga yang berkedudukan di Dcsa/Kclurahan yang

mempunvai tugas mercncanakan, menginventarisir kegiatan,

rnelaporkan dan mcngcvaluasi program kcpendudukan dan

keluarga bcrcncana nasional di Dcsa/Kclurahan;

11 Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk

mclaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung

bcrhubungan dengan pclayanan masyarakai;

12 Kegiatan teknis penunjang adalah lugas untuk

mclaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan

tugas organisasi inriuknya;

13 Sural Bukti Barang Keluar, yang disingkat dengan SBBK

adalah Sural yang ditcrbiikan oleh Petugas Gudang

Penycdia Barang dan Alai Kon.rascpsi, scbagai bukti barang

atau obai tclah discrahkan alau diantarkan kepada
pencrimanya;

14 Berita Acara Pcnerimaan Barang. yang disingkal dengan
BAPB adalah Bcriia Acara Penerimaan Barang, vang

merupakan sural bukii bahwa barang yang telah diterima

dan sural tersebut ditandaiangani oleh pihak atau pejabat

yang bcrwenang;



15 Komunikasi Informasi dun Edukasi. vang disingkat dengan

kie adalah suaiu proses menyampaikan pesan baik secara

individu. kelompok aiau massa, baik secara langsung

maupun melalui media lerieniu;

16 Kecamatan dan Pengcndaiian. yang disingkal dengan

K  EC-DAL adalah biasanya berbeniuk laporan bulanan dalam

ha! pengcndaiian Program Keluarga Berencana di lapangan;

17 lkaian Bidan Indonesia, yang disingkat dengan 1BI adalah

suatu organisasi profesi. yang tcrgabung dalam suatu

organisasinya mulai dari lingkat raniing (kccamaian) sampai

dengan tingkal pusai/nasionai;

18 TNI Manunggal KB Kesehaian, yang disingkal dengan TMKK

adalah merupakan momentum kcmanunggalan TNI dengan

masyarakai dalam pengabdiannya yang khusus bergerak

dalam Program Keluarga Berencana dan Kesehaian;

19 Pembanlu Pembina KB Desa
, yang disingkal dengan PPKBD

adalah Pembanlu Pembina KB Dcsa. merupakan institusi

masyarakat di pedesaan yang bcrfungsi mcmberikan

penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat yang

memerlukan informasi mengenai Program Keluarga

Berencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraiuran Bupaii ini dibeni.uk Unit Pelaksana Teknis

Dacrah Pengcndaiian Periduduk pada Dinas Pengendalian

Pcnduduk dan Keluarga Berencana Kabupaien Bckasi yang
lerdiri dari :

ll UPrD Pengcndaiian Pcnduduk Wilavah I berkedudukan di

Kccamaian Cibarusah dengan wilavah kerja meliputi

Kecamaian Cibarush dan Kccamaian Bojongmangu,

merupakan UPTD kelas A;



2; UPTD Pcngcndalian Pcnduduk Wilayah II bcrkcdudukan di

Kccamaian Cikarang Sclaian dcngan wilayah kerja meliputi
Kccamatan Cikarang Selatan dan Kccamaian Serang Baru,

mcrupakan UPTD kclas A;

31 UPTD Pcngcndalian Pcnduduk Wilayah III berkcdudukan di
Kccamaian Cikarang Timur dcngan wilayah kcrja melipuli

Kccamaian Cikarang Timur dan Kecamaian Cikarang Pusai,

mcrupakan UPTD kclas A;

4) UPTD Pcngcndalian Pcnduduk Wilayah !V bcrkcdudukan di

Cikarang Ulara dcngan wilayah kcrja mciiputi Kecamaian

Cikarang Ulara dan Kccamaian Karang Bahagia, merupakan

UPTD kclas A;

5| UFrD Pcngcndalian Pcnduduk Wilayah V berkedudukan di

Kccamaian Cikarang Barai dengan wilayah kerja melipuli

Kccamatan Cikarang Baral dan Kecamaian Seiu, merupakan

UPTD kclas A;

6) UPTD Pcngcndalian Pcnduduk Wilayah VI bcrkcdudukan di

Kccamatan Cibitung dengan wilayah kerja melipuli

Kccamaian Cibnung dan Kecamaian Tambclang, mcrupakan

UPTD kclas A;

7) UPTD Pcngcndalian Pcnduduk Wilayah VII bcrkcdudukan

di Kccamaian Tambun Sclaian dengan wilayah kerja melipuli

Kccamaian Tambun Sclaian. merupakan UPrD kclas A:

8| UPTD Pcngcndalian Pcnduduk Wilayah VIII bcrkcdudukan

d
. Kecamaian Tambun Ulara dcngan wilayah kcrja mciiputi

Kccamatan Tambun Ulara dan Kecamaian Sukawangi,

mcrupakan UPTD kelas A;

Qi UPTD Pcngendalian Pcnduduk Wilayah IX bcrkcdudukan di

Kccamaian Babclan dcngan wilayah kcrja mciiputi

Kccamaian Babclan dan Kccamaian Tarumajava, mcrupakan
UPTD kclas A;

10| UPTD Pcngcndalian Pcnduduk Wilayah X bcrkcdudukan di

Kccamaian Pcbayuran dcngan wNqyah kerja meliputi

Kccamaian Pcbayuran dan Kccamaian Kedung Waringin,

mcrupakan UPTD kclas A;



II) UPTD Pcngendalian Penduduk Wilayah XI berkedudukan di

Sukatani dengan wilayah kcrja meliputi Kecamatan Sukatani
dan Kccamaian Sukakarya, mcrupakan UPTD kelas A;

12) UPTD Pcngendalian Penduduk Wilayah XII berkedudukan di

Cabang Bungin dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan

Cabang Bungin dan Kccamaian Muara CJcmbong,

mcrupakan UPTD kclas A;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN PUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pa sal 3

(1) Unii Pelaksana Tcknis Daerah Pcngendalian Penduduk yang

selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPTD Pcngendalian

Penduduk mcrupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pcngendalian Penduduk yang mclaksanakan sebagian

kegiatan tcknis operasional dan kegiatan teknis penunjang
Dinas Pcngendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana yang
bcrada di saiu kccamaian dan/atau lebih dari satu

Kccamaian;

(21 UPTD Pcngendalian Penduduk dipimpin olch seorang kcpala

UPTD yang berkedudukan di bawah dan bcrtanggung jawab

kepada Kcpala Dinas Pcngendalian Penduduk dan Keiuarga

Bcrencana mclalui Sekretaris Dinas dan sccara operasional

dikoordinasikan oleh Carnal pada wilayah kerja sctempai.



Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

LPTD Pcngendalian Pcnduduk mcmpunvai lugas pokok

mclaksanakan sebagian kcgiaian teknis opcrasional dan

kcgiaian icknis penunjang di bidang pcngcndalian. pembinaan,

pengernbarigan dan pcngkoordinasian program Pcngendalian

Pcnduduk dan Keluarga Bcrcncana yang mcnjadi kcwenangan

Dinas Pcngendalian Pcnduduk dan Kcluarga Bcrcncana

Kabupaien Bckasi.

Bagian Kctiga

Fungsi

Pasal 5

Uniuk mcnyclenggarakan lugas pokok tcrscbui pada Pasal 4

pcraluran ini UPTD Pcngcndalian Pcnduduk mempunvai

fungsi

a. Pcnyiapan bahan pcrumusan kcbijakan teknis di bidang

Pengcndalian Pcnduduk dan Keluarga Berer.cana untuk

wilavah kcrjanva;

b
. Pcnvclcnggaraan sebagian kcgiaian leknis opcrasional

dan/aiau icknis penunjang Dinas di Bidang Pcngcndalian

Pcnduduk dan Keluarga Bcrcncana scsuai dcngan lingkup

lugasnya;

c. Pembinaan dan pclaksanaan tugas scsuai dengan lingkup

lugasnya;

d
. Pclaksanaan lugas lain yang dibcrikan oleh Kepala Dinas

scsuai dcngan lugas dan fungsinya.



BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kcsalu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Organisasi UPTD Pengendalian Penduduk tcrdiri dar:

unsur-unsur :

a Pi  m pi  mm adalqh Kcpulu UPTD Pengendalian Penduduk;

b Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c.
 Pclaksana Tcknis ;

d
. Kclompok Jabalan Fungsional;

Bagian Kcdua

Susunan Organisasi

Pasal 7

(II Organisasi UPTD icrdin dari :

a Kepala Unil Pclaksana Tcknis Dacrah;

b
. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c. Pclaksana Teknis;

d. Kclompok Jabatan Fungsional;

|2| Bagan Strukiur Organisasi UPTD Pcngcndalian Penduduk

scbagaimana tcrcanlum dalam Lampiran Pcraturan ini.

Bagian Ketiga

Bsdang Tugas Unsur Organisasi

Puragraf i

Kepala UPTD

Pasal8

(1| Kepala UPTD Pengendalian Penduduk mempunyai tugas
pokok mcmimpin penyclenggaraan tugas dan fungsi UPTD

scbagaimana tcrcanlum dalam PasaJ 4 dan Pasal 5
v

Pcraturan ini;



(2) Kcpala UPTD Pcngcndalian Pcnduduk dalam

mcnyclcnggarakan cuk.in pokok scbagaimun.i dimoksud

pada Pasal 8 aval (1| peraluran ini mempunyai uraian tugas

scbagai berikut :

a Mcnyusun data basis scbagai bahan opcrusional

kcgiaian UPTD Pcngcndalian Pcnduduk;

b. menyusun rcncana kcgiaian bulanan dan lahunan

UPTD Pcngcndalian Pcnduduk;

c. mcmbual usulan kcgiaian dan anggaran UPTD

Pcngcndalian Pcnduduk;

d
. member! pciunjuk dan mcmbagi pclaksanaan lugas

kcpada bawahan;

c mcmcriksa dan mcnycmpurnakan has:! kcrja bawahan;

I mcmpciajari dan mclaksanakan pcdoman/pciunjuk

icknis kcgiaian dan adminisirasi scsuai dcngan rcncana

kcgiaian UPTD Pcngcndalian Pcnduduk;

K. mclaksanakan pcmbinaan pcngcndalian opcrasional

Pcnyuluh Kcluarga Bcrcncana dan Pciugas Lapangan

Kcluarga Bcrcncana dan Tcnaga Pcnggcrak

Dcsa f  Kclurahan.

h
.
 melaksanakan dan mcmimpin siaf meeting

PKB/PLKB/TPD/K;

i mclakukan pcmbinaan kcgiatan kciaiausahaan di

lingkungan UPTD Pcngcndalian Pcnduduk;

j mcngusulkan sarana dan prasarana kcrja scsuai

dcngan kcbuiuhan;

k. mclaksanakan koordinasi dcngan Carnal di Wilayah
Kcrja UPTD scicmpal;

I mclakukan hubungan kcrja sama dcngan unil kerja
icrkaii antara lain dcngan Tim Pcnggcrak PKK
Kecamaian;



m melaksanakan kcgiaian pcndaiaan. mcrckapiiulasi,

mcnganalisis, dan mcnsosialisasikan hasii penciaiaan
kcluarga urigkat kecamaian di Wilayah Kcrja UPTD

setcmpai;

n. mclaksanakan rapal koordinasi Program Pengcndalian

Pcnduduk dan Kcluarga Bcrencana (PPKB) lingkat

Kccamaian di Wilayah Kcrja UPTD selempai;

o melaksanakan kegiatan Advokasi dan Komunikasi
Informasi dan Edukasi (K1E) Program Pengendalian

Pcnduduk dan Kcluarga Bcrcncana IPPKB
.

I melalui KIE

taiap muka, KIE Kclompok. media elckironik. media

massa. media luar ruang;

p. rncngkoordinasikan pclavanan KB dan pembinaan

peseria KB aktif  dengan unii kcrja lerkaii;

q. membeniuk dan membina Inslilusi Masyarakat

Pcdesaan |IMP) scbagai Pcngelola Program Pengcndalian

Pcnduduk dan Keluarga Bcrcncana (PPKB) bcrsama Tirn

Pcnggcrak PKK TK. Kecamaian, antara lain : Forum Pos

KB Dcsa
, Pos KB Dcsa. Sub Pos KB Desa, Kclompok

Aksepior, Tokoh Agama. dan Tokoh Masyarakat;

r membentuk dan membina kclompok kegiaian bina

kcluarga. bcrsama dengan Tim Penggcrak PKK TK.

Kecamaian
, aniara ain : Bina Kcluarga Balita <BKB).

Bma Kcluarga Rcmaja (BKR), Bina Kcluarga Lansia

(BKL), Bina Lingkungan Kcluarga (BLK), Usaha

Peningkaian Pendapatan Keluarga Sejahlera (UPPKSJ,

Pusai Inforrriasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK

R/MJ dan Kampung KB;

s. mcnghimpun dan melaksanakan pencaiaian /

pelaporan kegiatan Program Pengendalian Penduduk

dan Kcluarga Bcrcncana IPPKB), aniara lain : K/O/KB,

R/I/KB, R/II/KB. F/ 1I/KB, F/ Va/KB, F/I/KEC-

DAL
.
SBBK.BAPB;



t. Melaksanakan kcgiaian bakti sosia! pcr.ggcrakon

sasaran pcscria KB baru dan pembmaan pescrta KB
akiif mclalui momcnlum BHAKTI IB] 

. TNI MANUNGGAL

KB KESEHATAN, KESATUAN (iERAK PKK Kn kes ,

HARI KELUARGA NASIONAL;

u Mcndisiribusikan ulut dan obat kontrascpsi kcpada

provider;

v
. merumuskan pcrmasalahan dan upaya pcmccahannva;

w
. mclaksanakan lugas kedinasan lain scsuai penntah

aiasan:

x. mclaporkan hasil pclaksanaan tugas kcpada aiasan.

Paragraf2

Sub Bagian Tala Usaha

Pasal 9

III Sub Bagian Tata Usaha mempunyai lugas pokok

mclaksanakan kcgiaian adminisirasi dan leknis pcngclolaan

kciatausahaan yang mclipuli pcrcncanaan, keuangan.

kepegawaian. urusan umum dan sarana.

P) Dalam mclaksanakan lugas pokok scbagaimana icrscbut

pada aval (It. Sub Bagian Tala Usaha mcmpunyai fungsi :
i. pcngclolaan sural mcnvural dan kcarsipan;

b. pcngclolaan adminisirasi keuangan;

c pcngclolaan adminisirasi pcrlengkapan. sarana dan

kcrumahianggaan;

d pcngclolaan adminisirasi kCpeeawaiQIT.

c. penyusunan rcncana kcgiaian dan program kcrja scrta

pelaporan;

! pelaksanaan lugas-lugas lain vang dibcrikan olch kcpala
UPTD.



(3)Tala Usaha dalum mcnyclcnggarakan lugus pokok dan

fungsi scbagaimana dimaksud pada ayat (1| dan ayat 12).

Sub Bagian Taia Usaha mempunvai uraian lugas sebagai

bcrikui :

a mcnvusun usulan rcncana anggaran UPTD;

b. mcmpclajar: dan rr.cnclaah peraiuran perundang-

undangan di bidang lugasnya;

c mcmpclajar: pcdoman dan peiunjuk tcknls scria

adminisirasi di bidang pcrcncanaan. kcuangan,

kcpcgawaian. urusan umum dan sarana;

d melaksanakan konsultasi sesuai lingkup lugasnya;

c. mcngendalikan sural-sural dan konscp naskah dinas di

lingkungan UPTD;

f
. mcnvusun konscp administrasi dan pclaksanaan

pcm bi  naa  Ti kcpcgavvaian;

mcnvusun buhan laporan pclaksanaan program dan

kcgiaian UPTD;

h
. melaksanakan pclayanan kebutuhan barang UPTD;

i mcmclihara scrta mendavagunakan sarana dan

pra  sarana.

j. mclaksanakcin pcngumpulan. pcngolahan data dan

kcarsipan:

k melaksanakan administrasi barang inventans;

I. mengisi Icmbar kariu sural masuk dan

menvampaikannva kepada alasan sebagai bahan

periimbangan;

m
. mem ben nomor. menggandakan dan cap sural kcluar

scsua: acngan kebutuhan dan keieniuan;

n. mengisi Icmbar karlu sural kcluar dan mcnentatnya pada

agenda sural kcluar;

o mcnyiapkan landa lerima sural alau barang ceiakan

vang akan dikirim;



p. menycrahkan surat aiau ha rang inventaris dan buku

ekspcdisi;

q. mcmcriksa buku ekspcdisi aiau sural tanda lerima yang
sudah diianda langarii sesuai a  la  ma? sural:

r
. menvusun dan menyimpan sural aiau barang inveniaris

ke dalum icmpai yang sudah dilcniukan sesuai dengan

jenis dan sifatnya;

s
. menyiapkan berkas usulan kcnaikan pangkai, cuti,

ijin/lugas bclajar, g<iji berkala dan pensiun;

i menyampaikan informasi kcpada pegawai di lingkungan

unn kcrja UPTD yang akan mcngajukan usulan kenaikan

pangkai. cuti. ijin/lugas bclajar. gaji berkala dan

pensiun.

u
. menyiapkan usulan kcnaikan pangkai. culi, ijin/lugas

bclajar, gaji berkala dan pensiun;

v mcmbual laporan absensi harian, rningguan dan

bulanan;

w menvusun konscp laporan realisasi anggaran UPTD;

x mengumpulkan bahan realisasi unggaran UPTD;

v melaksanakan lugas kedinasan lainnva sesuai pcriniah

aiasan;

z melaporkan hasil pelaksanaan lugas kcpada aiasan.

Paragraf 3

Kclompok Jabaian Pungsional

Pasal 10

111 Kclompok Jabaian Fungsional icrdiri alas Kclompok Jabaian

Kungsiona; Pcnvuluh Kcluarga Bcrcncana dan kclompok

jabaian fungsional lainnva yang diaiur bcrdasarkan

peraiuran pcrundang-undangan yang bcrlaku;

%  ,



|2i Kclompok Jabaian Fungsionai mcmpunyai tugas pokok

menyiapkan. melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

pendewasaan usia perkawinan. pengaturan kelahiran,

pcmbinaan keiahanan kcluarga dan pcningkaian

kcscjahtcraan kcluarga untuk mcwujudkan kcluarga kccil

bahagia dan scjahiera mcnuju kcluarga berkualiias;

(3) Uraian Tugas Kclompok Jabaian Fungsionai Pcnyuluh

Kcluarga Bcrcncana adalah scbagai bcrikut:

a. mcnyusun rcncana kcgiaian mingguan, bulanan,

lahunan.

b
. mcmbuai buku visum pclaksanaan kcgiaian;

c. melaksanakan kcgiaian pcndaiaan, mcrckapilulasi,

mcngaralisis dan mcnsosialisasikan hasi! pcndaiaan

kcluarga;

d
. membentuk dan mcmbina Instilusi Masvarakal Pcdesaan

(IMP) pcngelola program PPKB linRkai Dcsa/Kelurahan

vang icrdiri dari Pos KB. Sub Pos KB, Kelompok

Akscpior, Tokoh Masvarakal dan Tokoh Agama;

c
. melaksanakan rapai koordinasi lingkai Desa /

Kclurahan;

1 melaksanakan Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi

|KIE) dan konscling kepada masvarakal baik secara

kclompok maupun perorangan di wiivah lugasnya;

g.
 mclakukan fasiliiasi kepada IMP ungkai desa/keiurahan;

h mcmbcniuk dan mcmbina kclompok kcgiaian Bina

Kcluarga aniara lain : Bina Kcluarga Baiiia (BKB), Bina
Kcluarga Rcmaja (BKR). Bina Kcluarga Lansia (BKLJ, Bina

Lingkungan Keluarga (BLK), Usaha Peningkalan

Pendapaian Kcluarga Scjahiera (LPPKS), Pusat Informasi

dan konscling Rcmaja/Mahasiswa (PIK R/M>. Kampung

KB;

i mclakukan pcndaiaan dan pcmbinaan akscpior lesiari;

j menghimpun dan melaksanakan pencaiaian/pelaporan

kcgiaian Program PPKB di ungkai desa, aniara lain : C /

I / PLKB, F / 1 / DES-DAL; 
1

V



k melaksanakan kcgiatan pcnggcrakan sasaron jx s« ria KB

baru dan pcmbinaan pcscrta KB aktif padu momentum

Bhakii Ikatan Bidan Indonesia, TNI Manunggal KB -
Kesehaian. Kcsatuar Cerak PKK-KB-Kcschuwin. Hari

Kcluarga Nasional (HARGANAS):

I
. melaksanakan pcmbinaan pencaiaian dan pclaporan

insiiiusi masyarakat, aniara lain : R / 1 / SUB PPKBD, C

/ I / POK TAN BKB, BKR. BKL. UPPKS, PIK R/M,

Kampung KB;

m. mengembangkan media Komunikasi Informasi dan

Edukasi KB:

n. mempersiapkan Pcscrta Lomba KB Tingkal Kecamaian

da  lam rangka Hah Kcluarga Nasional (HARGANAS);
o, rnelakukan fasilitasi kepada kclornpok kegiatan PPKB;
p. menyalurkan obal dan alai kontrasepsi kepada Insiitusi

Masyarakat Podcsaan (IMP) di wilayah kerjanya;

q. mendapatkan akscptor Metodc Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP) maupun Non MKJP;

r mclakukan rujukan mcdis bagi pcscrta KB yang

mcngalami komplikasi atau kegagalan ke tempal

pclayanan kcschatan.

s memberikan pembekalan kepada kader; masyarakat,

tokoh formal/informal tingkal desa/kelurahan;

t. rnenyusun materi rakor/raker KB tingkal
desa/kelurahan;

u mcmfasilitasi lerlaksananya pclayanan KB;

\ mcngideniifikasi sasaran. mcnganalisis dan menyusun

rcncana kcbuiuhan alat kontrasepsi desa/kelurahan;

w. mcrumuskan permasalahan dan upaya pemeeahannya;

x. melaksanakan lugas kedinasan lain sesuai pcrintah

atasan;

\ mclakukan hubungan kcrja sama dengan unit kerja
icrkaii;

/. melaporkan hasil pclaksanaan lugas kepada atasan.
%  »
V



|4| Untuk meiaksanakan tugas pokok dan fungsi scbagaimana

dimaksud pada aval (1) dan avat (2), Kelompok Jabatan

Fungsional bcnanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui

Kepala UPTD;

(51 Jems dan jenjang jabaian fungsional scbagaimana tersebuc

pada aval (1). dialur scsuai dengan peraturan perundang-

undangan yang bcrlaku;

(61 Jumlah jabaian fungsiona! scbagaimana dimaksud pada ayat

111. disesuaikan dengan kebuiuhan dan beban kcrja;

\7) Kcnaikan pangkai jabatan fungsional scbagaimana

dimaksud pada aval (1|. ditentukan bcrdasarkan penilaian

angka kredit scsuai dengan kcicntuan yang bcrlaku.

Paragraf 4

Tenaga Penggerak Dcsa/Kclurahan

Pasal I I

Tugas Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan adalah

merencanakan, mengorganisir kegiatan, meiaporkan dan

mengevaluasi Program Pengendaiian Pcnduduk dan Keluarga

Berencana di Dcsa/Kclurahan.

BAB V

TATA KERJA

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

(It Hai-hai vang menjadi lugas pokok dan fungsi UPTD

merupakan saiu kesaiuan yang lidak dapai dipjsahkan;

121 Da  lam meiaksanakan lugasnava Kepaia UPTD, Sub Bagian

Taia Usana dan Kelompok Jabaian Fungsional wajib

mcncrapkan. prinsip koordinasi, micgrasi dan sinkronisasi;



|3) KepaJa UPTD wajib mengkoordinasikan, raemberikar.

bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta
pcngendalian kcpada para pclaksana;

Paragraf 2

Hubungan kcrja

Pasal 13

(1) Kcpala UPTD bcrtanggung jawab kcpada Kepa:a Dinas

mcJalui Sckrciaris Dinas

(21 Kcpala UPTD mendapaikan pcmbinaan icknis operasional

dar: Kepala Bidang sesuai dengan bidang lugasnva.

i3i Kcpala UPTD sccara opcrasional dikoordinasikan olch Carnal

di wilavah kcrja UPTD bcrsangkulan

Paragraf 3

Pclaporan

Pasal 14

(I) Kcpala UPTD wajib mcmbcrikan laporan icniang

pelaksanaan lugus pokok dan fungsinya kcpada Kcpala
Dinas.

i2i Dalam penvampaikan laporan kcpada atasan. lembusan

laporan wajib disampaikan kcpada Pcrangkai Dacrah lain

yang secara fungsional mcmpunyai hubungan kcrja.

(3} Pcngaiuran mengenai jenis laporan dan taia cara

penyampaianma berpedoman kcpada keiemuan pcruiuran

yang bcrlaku.

Paragraf 4

Hal Mcwakili

Pasal 15

"V

II) Dalam hal Kcpala UPTD bcrhalannan. Kcpala UPTD dapat

mcnunjuk Kcpala Sub Bagian Taia Usaha



12) Daldm hal Kepula Sub Bagian Taia Usaha bcrhalangan.

irsaka Kepala UPTD dapul diwakili oleh Kolompok J  aba  tan

Fungsional sesuai dengan bidangnya.

BAB VI

KEPEGAWAJAN

Pa sal 16

ill Kepala UPTD dan Kepaia Sub Bagian Tata Usaha diangkat

dan dibcrhcnlikan olch Bupati sesuai dengan peraiuran

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kcpala UPTD wajib mclaksanakan pembinaan pegawai sesuai

peraiuran pcrundang-undangan yang berlaku.

<3| Keteniuan-kcicntuan lain mengenai kepegawaian diatur

berdasarkan peraiuran pcrundang-undangan vans berlaku.

BAB VII

PEMBlAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan UPTD bcrsumbcr dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaien Bekasi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

lial-hal yang bclum cukup diaiur dalarr. Peraiuran Bupali ini

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut

oleh Kcpala Dinas.



Pasal IV

Dcngan beriakunya Peraiuran Bupati ini, scgala ketenluan

yang mengaiur hal yang sama dan atau bcrtcntangan dcngan

Peraiuran Bupau ini dicabui dan dinyatakan tidak bcrlaku lags.

Pasal 20

Peraiuran Bupau ini mulai bcrlaku scjak langgal diundangkan.

Agar sciiap orang mcngetahuinya, mcrneriniahkan

pengundangan Peraiuran Bupaii ini dengan pcnempaiannya

dalam Bcriia Daerah Kabupaicn Bekasi.
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